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Sebagai bagian dari laporan penelitian maka laporan keuangan

harus dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum

maupun secara internal di Universitas Hasanuddin. 

Laporan keuangan kegiatan penelitian menggambarkan aktivitas

pembiayaan terhadap rangkaian kegiatan penelitian yang                           

membutuhkan biaya atau anggaran. Anggaran yang digunakan

semestinya sesuai dengan yang direncanakan dan telah ditetapka

n dalam rencana anggaran biaya proposal.

Standar operasional prosedur laporan keuangan penelitian perlu

dibuat sebagai acuan bagi para peneliti dalam menyusun laporan

keuangan kegiatan penelitian yang dilaksanakannnya.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LATAR BELAKANG



TUJUAN

Tujuan dari SOP penyusunan laporan keuangan kegiatan penelitian

adalah :

a. Memberikan petunjuk dan acuan penyusunan laporan keuangan

kegiatan penelitian;

b. Meningkatkan kualitas laporan hasil penelitian agar dapat

dipublikasikan pada jurnal bereputasi internasional dan nasional.

MANFAAT

Manfaat yang diharapkan dari SOP penyusunan laporan kegiatan

penelitian adalah :

a. Mendukung penggunaan anggaran secara tepat sasaran;

b. Menunjang terwujudnya laporan keuangan yang transparan, aku

rat dan akuntabel;

c. Mendukung penyampaian laporan keuangan secara tepat

waktu.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika pelaporan keuangan kegiatan penelitian

mengikuti urutan-urutan sebagai berikut:

a. Laporan keuangan disusun oleh peneliti atau tim dan

ditulis dalam Bahasa Indonesia;

b. Dilampirkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari

laporan penelitian;

c. Urutan-urutan laporan mengikuti urutan-urutan yang                

tercantum dalam RAB ; proposal yang sudah disetujui

oleh peneliti dan pemberi dana berdasarkan SBM yang  

berlaku;

d. Peneliti menyerahkan laporan keuangan ke Ketua LPPM.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN

1. Jumlah dana yang diterima harus sama dengan jumlah dana yang 

dilaporkan;

2. Diurutkan berdasarkan urutan yang ada dalam RAB proposal;

3. Laporan keuangan ditandatangani oleh Ketua Tim Peneliti;

4. Penelitian yang didanai melalui APBN dan Non APBN harus

menggunakan Standar - Standar Biaya Masukan yang ditetapkan

melalui PMK dan Standar Biaya Universitas Hasanuddin pada

ahun berjalan;

5. Bukti belanja atau kwitansi pengeluaran harus ditandatangani oleh

penerima, apabila penerima dana adalah lembaga atau perusahaan

maka bukti belanja atau kwitansi harus diberi stempel.

6. Belanja atau pengeluaran yang dikenakan aturan perpajakan sesuai

ketentuan yang berlaku maka pajaknya harus dipungut dan disetor ke

kas negara;

7. Bukti setoran pajak dilampirkan pada bukti belanja atau kwitansi;

8. Bukti/kwitansi belanja diberi nomor urut;



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

10. Laporan dijilid rapih dan diserahkan ke LPPM sebanyak 2 (dua)                      

eksemplar;

11. LPPM membuat checklist lembar verifikasi;

12. LPPM menyerahkan laporan keuangan ke PPK/Bagian/Tim Keuangan

LPPM untuk diverifikasi; 

13. Bagian Keuangan LPPM melakukan verifikasi terhadap laporan

keuangan yang diterima dari Ketua Peneliti;

14. Hasil verifikasi Bagian/Tim Keuangan menyampaikan hasil verifikasi

disampaikan kepada Ketua LPPM paling lambat 2 (dua) hari setelah

laporan diterima;

15. Apabila ada perbaikan atau kesalahan dalam laporan maka Bagian/Tim               

Keuangan segera menyampaikan atau menyerahkan ke peneliti untuk

diperbaiki paling lambat satu hari;

16. Peneliti menyerahkan kembali perbaikannya paling lambat 5 (lima) hari

setelah catatan perbaikan diterima.



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



KETENTUAN UMUM
Panduan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

a. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ) dibuat oleh Ketua Pelaksana Kegiatan dengan mengacu pada Peraturan

Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor : 119/PMK.02/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tentang Standar Biaya Masukan

TA 2020 dan SK Rektor Unhas Nomor : 13/UN4.1/2020 tanggal 27 Oktober 2020 tentang Standar Biaya Universitas

Hasanuddin Tahun Anggaran 2021.

b. Bukti-bukti SPJ dibuat dan disusun berdasarkan RAB penelitian/pengabdian kepada masyarakat yang termuat dalam prop

osal pelaksana kegiatan dan disusun sesuai realisasi pengeluaran biaya (contoh lihat lampiran) meliputi :

1) Biaya gaji/upah

2) Biaya bahan habis pakai

3) Biaya perjalanan dinas

4) Biaya operasional lainnya (sewa, penggandaan, konsumsi, administrasi dan lain-lain)

c. SPJ berdasarkan realisasi dana kegiatan sesuai tahapan pencairan/termin yang diterima sesuai sub kontrak.

d. Presentase pembiayaan/pengeluaran masing-masing biaya (poin b) harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

(tergantung jenis/skema kegiatan).

e. Bukti pengeluaran disusun sesuai urutan di RAB, dikonsultasi ke LPPM, untuk kemudian dijilid dan diserahkan

ke LPPM.

f. Dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tidak diperbolehkan untuk belanja modal misalnya :                               

peralatan kantor (barang inventaris kantor), komputer, alat laboratorium dan lain-lain.

g. Warna sampul laporan pertanggungjawaban keuangan menyesuaikan dengan laporan hasil penelitian/                                   

pengabdian kepada masyarakat berdasarkan skim/jenis kegiatan



Nota Pembelian Barang/Jasa atau Sewa

TATA CARA PEMBELIAN

1. Pembelian barang Rp. 1.000.000,- sampai

Rp. 2.000.000,- dikenakan PPn 10%

2. Pembelian barang ≥ Rp. 2.000.000,-

dikenakan PPn 10% dan pph 22 (1,5%  atAU 3%)

3. Sewa nilai dibawah Rp. 1.000.000,- dikenakan

PPh 23 (2% atau 4%)

4. Sewa nilai diatas Rp. 1.000.000,- dikenakan

PPn 10% dan PPh 23 (2% atau 4%)

5. Komsumsi dalam bentuk dos yang nilainya

diatas Rp. 2.000.000,- dikenakan PPh 22                 

(1,5% atau 3%)

6. Komsumsi dalam bentuk prasmanan berapapun

nilainya dikenakan PPh 23 (2% atau 4%)



TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN GAJI/UPAH 

(BIAYA KEGIATAN)

A B

C D

A. Penerimaan Gaji dan Upah

dikenakan PPh 21

Golongan IV : 15%

Golongan III : 5%

B. Pemotongan berdasarkan

golongan (PNS)

Golongan IV : 15%

Golongan III : 5%

Golongan II dan I : 

tidak dikenakan pajak

\

C. Pemotongan berdasarkan

Non PNS

Memiliki NPWP = 5%

Tidak Memiliki NPWP = 6%



Tata Cara

Pertanggungjawaban

Perjalan Dinas

1. Setiap perjalanan dinas terlampir surat penugasan dari ketua LPPM                          

(kop surat LPPM Unhas) jika yang melakukan perjalanan dinas ketua

pelaksana, jika yang melakukan perjalanan dinas anggota dilampiri surat

penugasan dari ketua pelaksana.

2. Setiap perjalanan dinas dilampiri SPPD yang ditandatangan dan distempel

oleh ketua LPPM atau yang mewakili dan ditandatangani oleh pejabat dari

tempat yang dituju/didatangi.

3. Terlampir tiket (pesawat, kereta api, kapal laut, bus, airport tax, boarding pass 

jika menggunakan pesawat udara).

4. Terlampir bukti penginapan jika bermalam

5. Diberikan uang harian sesuai ketentuan yang berlaku, uang harian sudah

termasuk untuk uang makan, uang saku dan transport local

6. Ringkasan Perjalanan Dinas



Panduan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban

Keuangan (LPJ) penelitian dan pengabdian kepada

masyarakat disusun untuk tertib administrasi

keuangan, laporan keuangan dibuat secara benar

dan mengurangi perbedaan persepsi dan mengurangi

banyaknya variasi model pelaporan, semoga

pedoman ini dapat dipergunakan sebagai panduan

penyusunan laporan keuangan bagi para peneliti/                

penanggungjawab kegiatan

PENUTUP



CONTOH REKAPITULASI PENGGUNAAN ANGGARAN

REKAPITULASI PENGGUNAAN ANGGARAN

No. Tanggal Uraian Kuitansi
No. 

Bukti

Jumlah Kotor 

(Rp.)

PAJAK
Jumlah Bersih

PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23

A. Honorarium

1 1 1,000,000 0 150,000 0 0 850,000  

2 2 1,000,000 0 50,000 0 0 950,000 

B. Bahan Habis Pakai

1 ATK 3 2,500,000 227,273 0 68,182 0 2,204,545 

2 Komsumsi 4 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 

C. Perjalanan

1 Perjalanan Si A

5
- Tiket 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000 

- Lumpsum 900,000 0 0 0 0 900,000 

- Penginapan 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000 

D. Sewa

1 Kendaraan 6 2,500,000 227,273 0 0 90,909 2,181,818 

2 Laptop 7 1,000,000 0 0 0 40,000 960,000 

Jumlah 13,400,000 454,545 200,000 68,182 130,909 12,546,364



CONTOH LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN

Daftar pembayaran biaya kegiatan …………………..

Makassar,                          2021

Ketua Tim

------------------------

NO. Nama Gol. Jabatan
Biaya kegiatan

/bln
Volume Jumlah Total PPh (21)

Jumlah

Diterima
Tanda tangan

1 1

2 2

3 3

4 4

5 - 5

dst. dst.

Jumlah

Bukti pembayaran pajak dilampirkan

Biaya Kegiatan (gaji/upah)



CONTOH LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pembelian Barang Habis Pakai

Disi tanggal

pembelian

contoh

Tanda tangan /       

stempel toko
Ditandatangani oleh

penerima barang



CONTOH LAMPIRAN 

PERTANGGUNGJAWABAN

CONTOH E-FAKTUR DARI PERUSAHAAN



CONTOH SPP MANUAL CONTOH E - BILLING



CONTOH LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN

Daftar pembayaran Biaya perjalanan Dinas Kegiatan …. di Kabupaten ……….pada tanggal …….

Makassar,                          2021
Ketua Tim

------------------------

No. Nama Gol. Uang Harian (Rp) Jumlah (Rp.) Tanda Tangan

1 IV 1Hari x 400,000 400,000 1

2 III 1Hari x 400,000 400,000 2

3 II 1Hari x 300,000 300,000 3

4 I 1Hari x 300,000 300,000 4

5 - 1Hari x 300,000 300,000 5

Jumlah 1,700,000

Maksimal 3 

hari

Biaya Perjalanan Dinas Lintas 

Kabupaten



CONTOH LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN

Daftar pembayaran Biaya perjalanan Dinas Kegiatan ……….. di …………….. Provinsi ……….pada tanggal

Makassar,                   2021
Ketua Tim

------------------------

No. Nama Gol. Uang Harian (Rp) Jumlah (Rp.) Tanda Tangan

1 IV 1Hari x Rp….. 1

2 III 1Hari x 2

3 II 1Hari x 3

4 I 1Hari x 4

5 - 1Hari x 5

Jumlah

Maksimal 3 hari

Berdasarkan SBM

Biaya Perjalanan Dinas Lintas Provinsi



CONTOH SURAT PENUGASAN OLEH KETUA PELAKSANA



CONTOH SPPD BAGIAN DEPAN CONTOH SPPD BAGIAN BELAKANG

BIAYA PERJALANAN DINAS



BIAYA PERJALANAN DINAS LINTAS PROVINSI



Pertanggungjawaban biaya konsumsi : dilampiri nota, undangan dan daftar hadir

No. Nama Jabatan Tandatangan

1

2

3

4

5

dst

Diisi tanggal
pembelian

Ditandatangi oleh
penerima barang

Daftar Hadir
Hari / tanggal :
Tempat :
Agenda :

Makassar,                 2021
Ketua Tim

Tandatangan

--------------------

BIAYA LAINNYA : MISALNYA KONSUMSI

Tanda tangan /stempel
toko



Pertanggungjawaban biaya konsumsi : dilampiri nota, undangan dan daftar hadir

Makassar,                   2021

Yth : ………..

Makassar

Dalam rangka…………….

Hari / Tanggal :

Jam : 

Tempat :

Atas kehadiran disampaikan terima kasih

Ketua Tim

Tanda Tangan

--------------------

CONTOH UNDANGAN



Rp. 1.000.100,-

11

= Rp. 90.919,-

Cara perhitungan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Misalkan pembelian barang senilai Rp. 1.000.100,- hanya dikenakan PPN 10%, cara

perhitungannya : 

DPP = 100/110 x Jumlah Pembelian

atau Jumlah Pembelian dibagi 11

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Bila belanja ditoko yang ada NPWP nya maka diminta

e - fakturnya

Bila belanja ditoko yang tidak ada NWPnya maka dbuatk

an biling untuk pembayaran pajak



Rp. 2.000.100,-

11
= Rp. 181.827,-

Misalkan pembelian barang senilai Rp. 2.000.100,- dikenakan PPN 10% dan PPh 22 (1,5% atau

3%) cara perhitungannya : 

PPN 10%

Rp. 2.000.100,-

11
= Rp. 181.827,- x 15% = Rp. 27.274,-

Rp. 2.000.100,-

11
= Rp. 181.827,- x 30% = Rp. 54.548,-

Untuk mendapatkan hasil perhitungan PPh = hasil perhitungan PPn x 15% atau 30%

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK

Bila belanja ditoko yang tidak ada NPWPnya maka dbuatkan

biling untuk pembayaran pajak

Bila belanja ditoko yang ada NPWPnya maka diminta

e - fakturnya

Bila belanja ditoko yang 

ada NPWPnya

Bila belanja ditoko yang 

tidak ada NPWPnya


